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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI,
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,

DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan
bersyarat perlu ditinjau ulang guna mempercepat proses
pembebasan bersyarat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asas Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asass Manusia Nomor M.01.PK.04.10
Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
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Mengingat

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia I
Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah
dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan
Bebergpa Pasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Bertaian Dengan Perluasan Berlakunya
Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kegahatan
Penerbangan, dan Kgahatan Terhadap Sarana/Prasarana
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3080);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3668);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3845);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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